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GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1574/VI/TAHUN 2020

 
TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PEMBERLAKUAN PEMBERIAN INSENTIF
PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020
DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor  
884/III/Tahun 2020, tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak
Kendaraan Bermotor tahun 2020 dalam masa tanggap darurat Covid-19 di
Provinsi  Sulawesi  Selatan,  yang berlaku sejak tanggal  23 Maret  2020
sampai dengan 29 Juni 2020;

  b. bahwa  memperhatikan  masih  banyaknya  kasus  baru  penyebaran  
Covid-19,  maka  sebagai  salah  satu  langkah  pencegahan  penyebaran
Covid-19  dilakukan  penutupan  sementara  sebagian  unit  pelayanan
Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor;

  c. bahwa  penutupan  sementara  sebagian  unit  pelayanan  sebagaimana
dimaksud  dalam huruf  b,  dapat  menyebabkan  wajib  pajak  mengalami
hambatan  untuk  membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  tepat  waktu,
sehinggga perlu memperpanjang waktu pemberlakuan pemberian insentif
pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor;

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c,  perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi
Selatan tentang Perpanjangan Waktu Pemberlakuan Pemberian Insentif
Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Dalam Masa
Pandemi Covid-19 Di Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan
Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009
Nomor  130,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5049);
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  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 5679);

  3. Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor  10  Tahun  2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  Nomor 296);

  4. Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  Nomor  90  Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
8  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus
Jenis  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan
Bermotor).

    

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  

KESATU : Perpanjangan  Waktu  Pemberlakuan  Pemberian  Insentif  Pembebasan  Denda
Pajak  Kendaraan  Bermotor  Tahun  2020  Dalam Masa  Pandemi  Covid-19  Di
Provinsi Sulawesi Selatan. 

KEDUA : Perpanjangan  pemberlakuan  pemberian  insentif  pembebasan  denda  Pajak
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan
kepada Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada tanggal 30
Juni sampai dengan 30 September 2020.

KETIGA : Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang dibebaskan adalah denda PKB untuk
pembayaran pajak ulangan dalam rangka:
a.     pengesahan STNK;
b.     penggantian STNK; 
c.     pembuatan duplikat STNK; dan
d.     pendaftaran kendaraan rubah bentuk;
terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal pembayaran, selama
dalam  masa  perpanjangan  pembebasan  denda  Pajak  Kendaraan
Bermotor  sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  KEDUA.
 

KEEMPAT : Pembebasan denda sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak berlaku
terhadap:
a.     keterlambatan pembayaran PKB yang bersamaan dengan pembayaran
BBNKB; dan
b. keterlambatan pendaftaran kendaraan baru, termasuk mutasi masuk.
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KELIMA : Menugaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk:
a.     memantau, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan
Keputusan ini;
b.     bekerja sama dengan instansi atau pihak terkait dan mengambil langkah
yang  diperlukan  dalam  rangka  kelancaran  pelaksanaan  tugas  sebagaimana
dimaksud pada huruf a; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni sampai dengan 30 September
2020.

//paraf//

ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 29 Juni 2020
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Tembusan :
1. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Daerah Sulsel di Makassar;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
6. Kepala Bapenda Prov. Sulsel;
7. Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Sulawesi Selatan.


